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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA JOMBATAN

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 Peraturan
Dacrah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Kepala Desa, Perangkal Desa dan Organisasi Pemerintah
Desa, perlu menctapkan Peraturan Desa lentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomaor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

Undang-Undang  Nomor 23  Tahun 2014  tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomar g Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3679);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539] sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah  Nomor 47 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5717k

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007
tentang Pedoman Penyusunan dan Pendavagunaan Dala
Profil Desa/Kelurahan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan 1 Desa [Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);




Menetapkan

6.

10O.

11,

13,

13.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman
Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan
Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 158);

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015

lentang Pengangkatan dan Pemberhentian hepala Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015
wentang  Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015
tentang  Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 6];

Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016
tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi
Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang
Tahun 2016 Nomor 1/D);

Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016
tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 2/D);

Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2016
tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Jombang Tahun 2016 Nomor 3/D);

Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Dessa (Berita
Dacrah Kabupaten Jombang Tahun 2016 nomor 27/ E);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JOMBATAN

dan
KEPALA DESA JOMBATAN

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN DESA TENTANG STUKTUR ORGANISASI DAN

TATA KERJA PEMERINTAH DESA

—

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

. Desa adalah desa Jombatan
. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat

Desa sebagai unsur penyvelenggara Pemerintahan Desa.

. Kepala Desa adalah  Pejabat  Pemerintah  Desa yvang

mempunyai - wewenang,  tugas  dan kewajiban  untuk
menyelenggarakan rumah tangga Desanva dan
melaksanakan tugas dari Pemerintah dan  Pemerintah
Daerah.




o

L]

Perangkat Desa adalah unsur staf yvang membantu Kepala
Desa dalam penvusunan kebijakan dan koordinasi vang
diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung
tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan  kebijakan vang
diwadahi dalam bentuk pelaksana  teknis dan  unsur
kewilayahan.

Stal Desa adalah unsur pembantu Kepala Urusan dan
Kepala Seksi yang melaksanakan tugas tlertentu diangkat
dan diberhentikan oleh Kepala Desa dengan Keputusan
Kepala Desa,

Dusun adalah bagian wilavah dalam Desa dengan batas-
batas  vang jelas dan merupakan  lingkungan kerja
pelaksanaan pemerintahan Desa.

Badan Permusvawaratan Desa vang seclanjutnya disebut
BPD adalah BPD Jombatan

BAB II
ORGANISASI PEMERINTAH DESA

Pasal 2

(1) Organisasi Pemerintah Desa terdir dari:

(2]

(3]

(1)

(2)

a. Kepala Desa;

b. Perangkat Desa

Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada avat (1) terdiri
atas :

a. Sekretaris Desa:

b. Pelaksana Teknis: dan

¢. Pelaksana Kewilavahan,

Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayal (2)
berkedudukan schagai pembantu Kepala Desa,

Pasal 3

Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 avat
(2) huruf a dibantu eleh:

a. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum;

b. Kepala Urusan Keuangan; dan

€. Kepala Urusan Perencanaan.,

Pelaksana Teknis scbagaimana dimaksud dalam Pasal 2
avat (2] huruf b, terdiri dari:

a. Kepala Seksi Pemerintahan;dan

b. Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelavanan

Pelaksana Kewilavahan sebagaimana dimaksud  dalam
Pasal 2 ayat (2] huruf ¢, terdiri dari:

Kepala Dusun Jombatan 1.

Kepala Dusun Jombatan 2,

Kepala Dusun Jombatan 3.

Kepala Dusun Sapon.

Kepala Dusun Candisari.

Kepala Dusun Tambakrejo.

Repala Dusun Pulokunci,

on o




(1)

(2)

(3)

(4)
(5]

(1)

(2]

(1)

(2)

BAB III
KEDUDUKAN

Pasal 4
Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah
Desa yang memimpin  penvelenggaraan Pemerintahan
Desa.
Sekretaris Desa berkedudukan scbagai unsur Perangkat
Desa pembantu Kepala Desa dan memimpin Sekretariat
Desa,
Kepala Urusan berkedudukan sebagal  unsur staf
sekretariat,
Kepala Scksi merupakan unsur pelaksana teknis.
Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur pembanty
Repala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.

BAB 1V
TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 5
Kepala Desa berrugas menyelenggarakan Pemerintahan
Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan

kemasvarakatan, dan pemberdayaan masvarakat.

Untuk melaksanakan lugas sebagaimana dimaksud pada

avat (1) Kepala Desa memiliki lungsi-fungsi schagai

berikur:

4.  menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata
praja Pemerintahan, penclapan peraturan di desa,
pembinaan  masalah pertanahan,  pembinaan
ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya

perlindungan masyarakat, administrasi
kependudukan, dan penataan  dan  pengelolaan
wilavah,

b.  melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan
sdrana  prasarana perdesaan. dan pembangunan
bidang pendidikan, kesehatan.

C.  pembinaan kemasvarakatan, seperti pelaksanaan
hak  dan  kewajiban masyarakal, partisipasi
masyarakat, sosial budava masydrakat, keagamaan,
dan ketenagakerjaan.

d. pemberdavaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi
dan  motivasi masyarakat di bidang budaya,
ckonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayvaan
keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.

€. menjaga hubungan kemitraan denigan lembaga
masyarakal dan lembaga lainnya

Pasal 6
Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam
bidang administrasi pemerintahan dibantu oleh Kepala
Urusan.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud




(1)

(2)

pada ayat (1), Sekretaris Desa mempunyai fungsi:

4. melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata
naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan
ekspedisi.

b.  melaksanakan urusan umum  seperti  penataan
adminisiras) perangkai desa, penyediaan prasarana
perangkat  desa dan  kantor, penyiapan rapat,
pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan
dinas, dan pelayanan umum.

C.  melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan
administrasj keuangan, administrasi sumber-
sumber pendapalan dan pengeluaran, verifikasi
administrasi keuangan, dan admnistrasi
penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan
lembaga pemerintahan desa lainnya.

d. melaksanakan urusan perencanaan seperti
mMenyusun rencana anggaran pendapatan  dan
belanja desa, menginventarisir data-data dalam
rangka pembangunan, melakukan monitoring dan
evaluasi program, serta penvusunan laporan.

€. Melaksanakan Tugas — lugas lain vang diberikan
oleh Pimpinan

Pasal 7

Kepala Urusan bertugas membantu  Sekretaris Desa

dalam urusan pelayanan  administrasi pendukung

pelaksanaan gas-tugas pemerintahan desa.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

aval (1) Kepala Urusan mempunyai fungsi:

a. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum memiliki fungsi
sepertl melaksanakan urusan ketatausahaan, seperti
lata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan
ckspedisi, dan penataan administrasi perangkat Desa,
penyvediaan prasarana perangkat Desa dan kantor,
penyiapan rapat, pengadministrasian asct,
inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelavanan umum,
dan diberikan tugas — tugas lain oleh pimpinar_L.

b. Kepala Urusan Keuangan memiliki [ungsi seperti
melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan
administrast keuangan. administras; sumber-sumber
pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi
keuangan, dan administrasi penghasilan kepala Desa,
perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan Desa
lainnya. Serta melaksanakan tugas lain vang diberikan
pimpinan.

c. Kepala  Urusan  Perencanaan  memiliki fungsi
mengkoordinasikan  urusan  perencanaan, seperti
MEnYUSUnN rencana anggaran pendapatan dan belanja
Desa,  menginventarisir  data-data  dalam rangka




(1)

(2]

pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi
PTogram, serta penvusunan laporan.

Pasal 8

Kepala Dusun bertugas membanty Kepala Desa dalam
pelaksanaan tugas dj wilayahnva.

Untuk melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud pada
avat (1) Kepala Dusun memiliki fungsi:

.

pembinaan ketentraman dan ketertiban,
pelaksanaan upaya  perlindungan masvarakat,
mobilitas kependudukan, dan penataan dan
pengelolaan wilayah.,

mengawasi pelaksanaan pembangunan di
wilavahnva.

melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam
meningkatkan kemampuan dan kesadaran
masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
melakukan Upaya-upayva pemberdayaan masyarakat
dalam  menunjang kelancaran penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan.

Pasal 9

Kepala seksi bertugas membantuy Kepala Desa sebagai
pelaksana tugas operasional.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi mempunyai
fungsi:

a.

b.

Kepala  seksi pemerintahan mempunyal  fungsi
melaksanakan manajemen Lata praja Pemerintahan,
Menyusun  rancangan regulasi desa, pembinaan
masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan
ketertiban, pelaksanaan Upayva  perlindungan
masvarakat, kependudukan, penataan dan
pengelolaan  wilayah,  seria pendataan dan
pengelolaan Profil Dess,

Kepala  scksi kesejahteraan  dan Pelavanan
mempunyal  fungsi  melaksanakan pembangunan
Sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang
pendidikan, keschatan, dan lugas sosialisasi serta
motivasi masvarakat dj bidang budaya, ekonomi,
politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga,
pemuda, olahraga, dan karang taruna serta memiliki
fungsi melaksanukan penyuluhan  dan  motivasi
terhadap  pelaksanaan hak  dan kewajiban
masyarakat, meningkatkan Upaya  partisipasi
masyarakat, pelestarian nilai sosial  budava
masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.




BAB Vv
TATA KERJA
Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnva, Kepala Desg bertanggungiawab
memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing
dan memberikan bimbingan serty petunjuk-petunjuk bagi

pelaksanaan tugas bawaharn

Pasal 11

Bagan Strukiur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Dess
sebagaimana dimaksyd Pasal 2 avat (1), sebagaimana tercantum
pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari Peraturan Desa inj.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Desa ini mulaj berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar semua orang mengetahuinya,

memerintahkan

pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa oleh

Sekretaris Degs.

Diundangkan di Jombatan
pada tanggal 30 Januari 2017

Pit. 7{&1&8 DESA JOMBATAN
MASEICHAN ERMANSYAH

LEMBARAN DESA JOMBATAN TAHUN 2017 NOMOR 3/D
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PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
KECAMATAN KESAMBEN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JOMBATAN

L. Raya Brantas Ne. 01 No Telp ...... Kode Postt 1484
{e-mail : lombatan008i@gmail. com)

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JOMBATAN

KECAMATAN KESAMBEN KABUPATEN JOMBANG

NOMOR : 188 /3/ 415.69.08 / BPD / 2017

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP PERATURAN DESA JOMBATAN

TENTANG

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

TAHUN ANGGARAN 2017

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JOMBATAN,

Menimbang

Mengingat

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati
Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan
Peraturan di Desa, maks dipandang perlu untuk
menetapkan Persetujuan terhadap Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Jombatan Tahun Anggaran
2017 dengan menuangkannya dalam Keputusan Ketua
Badan Permusyawaratan Desa.

1.  Undang-Undang Nomor & tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor &
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana telah diubah  dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 571 7);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang

Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik




10.

11.

12.

13.

Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5864};

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun
2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
2091) ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 209 1 ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun
2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) ;

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015
tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme
Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa:

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016
tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa
Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 1883) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10
Tahun 2014 lentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014-
2018 (Lembarah Daerah Kabupaten Jombang Tahun
2014 Nomor 10/E);

Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun
2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa Dan
Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Jombang, Tahun 2016 Nomor 1/D);

Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun
2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Jombang, Tahun 2015 Nomor 2/Dj;

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab.
Jombang Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah
Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 12/A);

Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Pendele-gasian sebagian Wewenang Bupati kepada
Camat (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014




14,

15,

16.

17.

18.

19,

20.

21.

23.

Nomor 2/E);

Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah
Kabupaten Jombang Tahun 2015 Nomor 33/E)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Nomor 56 Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten

Peraturan Bupati Nomgr S5 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah
Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomeor 55/A):

Tahun Anggaran 201 (Berita Daerah Kabupaten
Jombang Tahun 2016 Nomor 63/A):

Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan
Alokasi Dana Desa Kabupaten Jombang ( Berita Daerah
Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 21/E);

Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan dan
Pertanggungjawaban Dana Desa di Kabupaten Jombang
Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun
2017 Nomor 22/E);

Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Pengalokasian, Penyaluran, Pengeunaan dan
Pertanggung-jawaban Bagian dari Hasil Pajak dan
Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Jombang
Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun
2017 Nomor 23/E);

Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Desa Jombatan Nomor 1
Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Desa Jombatan. Tahun 2014 - 2019, (
Lembaran Desa Jombatan Tahun 2015 Nomor 7 /E);

Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2017 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa ( Lembaran
Desa Jombatan Tahun 20 17 Nomor 53/D).




Menetapkan

Kesatu

Kedua

MEMUTUSKAN

Persetujuan Terhadap Peraturan Desa Jombatan tentang
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Tahun
Anggaran 2017

Keputusan ini mulai berlaky sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di ;: JOMBATAN
Pada Tanggal : 29 Januari 2017




BERITA ACARA

Nomor : 180 /3 / 415.69.08 / 2017
Nomor : 180 / 3 / 415.69.08 / BPD /2017

KESEPAKATAN BERSAMA
KEPALA DESA JOMBATAN DAN BPD JOMBATAN

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DESA JOMBATAN
TENTANG
STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN 2017

Pada hari Minggu tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Januari tahun Dua
Ribu Tujuh Belas, kami yvang bertanda tangan dibawah ini : ----——ceeeeeo_

L.

ABDUL CHOIR : Kepala Desa Jombatan dalam hal ini
bertindak atas nama Pemerintah Desa
Jombatan selanjutnya disebut sebagai PIHAK
PERTAMA--——— e

II. ABDUL WAHAB : Ketua BPD Desa Jombatan

selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui
Rancangan Anggaran Peraturan Desa Struktur Organisasi dan Tata Kerja
Pemerintah Desa Jombatan Tahun Anggaran 2017 yang telah dievaluasi
oleh Pemerintah Kabupaten Jombang------=-=----eeeoeoooooeo ..

PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Bupati Jombang untuk
mendapat pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah
ditandatanganinya Berita Acara ini-----------—cccooeooo_

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak
rangkap 2 (dua} untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya -—------------

PIHAK PERTAMA
KEPALA DESA JOMBATAN
,.E*\,»'/ = h\“{

e
AN

/
in'_;: I,’FE‘E AT DESAY




